
 

 

 
WALIKOTA KEDIRI 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI 
NOMOR 35 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA KEDIRI, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 

Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia    Nomor 6177); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik; 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 
24. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri 
Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 

2020 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 78); 
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25. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 (Lembar daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 3); 

26. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanaja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota 
Kediri Tahun 2021 Nomor 2); 

27. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 6);  
28. Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 
60); 

29. Peraturan Walikota Kediri Nomor 77 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kediri 
Tahun 2021 Nomor 78); 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2021. 

 
 

Pasal 1 
 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 terdiri atas : 

1. Pendapatan 

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp    439.896.279.120,18 

 b. Pendapatan Transfer Rp 1.040.498.864.867,00 
 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Rp      28.427.425.061,46 

  yang sah  
 Jumlah Pendapatan Rp1.508.822.569.048,64 

2. Belanja 

 a. Belanja Operasi 

  1) Belanja Pegawai Rp 535.870.253.053,00  
  2) Belanja Barang dan Jasa Rp 552.206.125.637,64 
    3) Belanja Hibah Rp 85.721.120.296,00 

  4) Belanja Bantuan Sosial Rp 31.726.430.905,00 
  Rp1.205.523.929.891,64 

b. Belanja Modal 

1) Belanja Tanah Rp     94.158.250,00 
2) Belanja Peralatan dan 

Mesin Rp    46.922.917.276,00 
3) Belanja gedung dan  
 bangunan Rp  26.809.531.027,68 

4)  Belanja Jalan, Irigasi dan  
 Jaringan   Rp     30.787.858.358,00 
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5) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp       1.990.879.585,00 

     Rp106.605.344.496,68  

c. Belanja Tak Terduga 

1) Belanja Tak Terduga Rp      31.645.668.465,00 

d. Belanja Transfer 

1) Belanja Bantuan Kuangan Rp           497.376.100,00 

Jumlah Belanja                          Rp1.344.272.318.953,32 

 Surplus Rp 164.550.250.095,32 

3. Pembiayaan 

 a. Penerimaan Rp 342.743.586.779,59 

 b. Pengeluaran Rp  0,00 

  Jumlah Pembiayaan Netto Rp    342.743.586.779,59 

  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun  
 Berkenaan    Rp 507.293.836.874,91 

 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi 

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I 
dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam  Peraturan 

Walikota ini. 
 

Pasal 3 
 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. 

 
Ditetapkan di Kediri 

pada tanggal 24 Agustus 2022 
                2020 

   WALIKOTA KEDIRI, 

                ttd.  
ABDULLAH ABU BAKAR 

 
KO 
Diundangkan di Kediri 

pada tanggal 24 Agustus 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 

                           ttd. 

                    BAGUS ALIT 
 

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 35 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
      

 
 

 

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH. 
                           Pembina 

          NIP. 19760810 200604 1 022 
 


